
BUPATI JEMBER
PROVINSI JAW A TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR ~ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN JEMBER

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

a. bahwa untuk melaksanaka
7

atas Peraturan ~me
Perangk "'.UJ'.,"_,u,.anpenyesuaian

omor 3 Tahun 2021
an Organisasi, Tugas dan

erja Dinas Kesehatan Kabupaten

dasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
'--}.'<Q.u.ahuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember

tentang Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat pad Dinas Kesehatan
Kabupaten Jember;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 .Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubab dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahu
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Ne Republik
Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah
Pembinaan dan
Pemerintahan Da-y-__."r-r

Ta 0
1

o ahun 2014 tentang
ang-Undang Nomor 12 Tahun

entukan Peraturan Perundang-
Negara Republik Indonesia. Tahun

or 199);
J.___.'c ....., aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah' diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Jember;

12. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS
MASYARAKAT PADA
JEMBER.

DAERAH PUSAT
DINAS KESEHATAN

KESEHATAN
KABUPATEN

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehata abupaten

Jember.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Din

Jember.
7. Kepala Bidang adala

Dinas Kesehata _
8. Unit Pel~~.Lf'-",\

U d
~~AJutnya disingkat

eknis Daerah Dinas

Daerah Pusat Kesehatan
g selanjutnya disebut UPTD Puskesmas

Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
yarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;

. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Jember.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu.

12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan/ atau \ keterampilan melalui pendidikan dibidang
kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan un tuk melakukan upaya kesehatan.

13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat
UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
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14. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat
UKP adalah suatu kegiatan darr/atau serangkaian kegiatan
pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan,
pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan
penderitaan akibat penyakit dan rnernulihkan kesehatan
perseorangan.

15. Pelayanan Kesehatan Puskesrnas yang selanjutnya disebut
dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan
oleh Puskesmas kepada rnasyarakat, rnencakup
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan
pelaporan yang dituangkan dalarn suatu sistern.

16. Sistern Rujukan adalah penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan yang rnengatur pelirnpahan tugas dan
tanggungjawab Pelayanan Kesehatan secara tirnbal balik
baik vertikal rnaupun horizontal.

17. Sistern Informasi Kesehatan adalah suatu tatanan
menyediakan informasi untuk rnembantu
pengarnbilan keputusan dalarn rnelaksanakan
Puskesrnas untuk rnencapai sasaran kegiatan

sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3,

PTD Puskesmas Kaliwates;
UPTD Puskesrnas Mangli;
UPTD Puskesrnas Jember Kidul;

4. UPTD Puskesrnas Patrang;
5. UPTD Puskesrnas Pandan;Surnbersari;
6. UPTD Puskesmas Gladakpakem;
7. UPTD Puskesmas Arjasa;
8. UPTD Puskesrnas Pakusari;
9. UPTD Puskesmas Sukowono;

10. UPTD Puskesmas Jelbuk;
11. UPTD Puskesrnas Kalisat;
12. UPTD Puskesmas Ledokombo;
13. UPTD Puskesmas Sumberjarnbe;
14. UPTD Puskesmas Mayang;
15. UPTD Puskesmas Murnbulsari;
16. UPTD Puskesmas Silo I;
17. UPTD Puskesrnas Silo II;
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18. UPTD Puskesmas Tempurejo;
19. UPTD Puskesmas Curahnongko;
20. UPTD Puskesmas Rambipuji;
21. UPTD Puskesmas Nogosari;
22. UPTD Puskesmas Panti;
23. UPTD Puskesmas Sukorambi;
24. UPTD Puskesmas .Jenggawah;
25. UPTD Puskesmas Kemuningsari Kidul;
26. UPTD Puskesmas Ajung;
27. UPTD Puskesmas Tanggul;
28. UPTD Puskesmas Klatakan;
29. UPTD Puskesmas Sumberbaru;
30. UPTD Puskesmas Rowotengah;
31. UPTD Puskesmas Bangsalsari;
32. UPTD Puskesmas Sukorejo;
33. UPTD Puskesmas Semboro;
34. UPTD Puskesmas Kencong;
35. UPTD Puskesmas Cakru;
36. UPTD Puskesmas Gumukmas;
37. UPTD Puskesmas Tembokrejo;
38. UPTD Puskesmas Umbulsa .;
39. UPTD Puskesmas Palerafrr
40. UPTD Puskes
41. UPTD
42. U

r; .
n..'1~j..<'.'" Ambulu;
esmas Sabrang;

Puskesmas Andongsari;
PTD Puskesmas Balung;

49. UPTD Puskesmas Karangduren;
50. UPTD Puskesmas Banjarsengon.

BAB III
KEDUDUKANDAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasa14

(1) UPTD Puskesmas merupakan unsur teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau
kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan.

(2) UPTD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat
fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

(3) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPTD yang
merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang
diberikan tugas tambahan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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Pasa15

(1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas :
a. Kepala UPTD; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV
URAIANTUGAS DANFUNGSI

Pasa16

(1) UPTD Puskesmas
Kesehatan untuk
untuk mencapai
wilayah kerjanya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaiman
ayat (1), UPTD Puskesmas mempu
a. pelaksanaan UKMtingka
b. pelaksanaan UKp· t e
c. pelaksanaa
d. pelaksar ..,_,_,

mempunyai tugas membantu Dinas
melaksanakan kebijakan kesehatan

tujuan pembangunan kesehata

a ; dan
tr;r"_ .... ---- yang diberikan

mempunyai tugas memimpin, merencanakan,
"JlJ.<:~,.n.,oordinasikan, melaksanakan, mengendalikan,
mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan UPTD.

BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasa18

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu
Kepala UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas UPTD
sesuai dengan profesi, kompetensi, kewenangan dan
kebutuhan.

BABVI
TATAKERJA

Pasal9

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan
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:,; masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di
',l, lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar:;::;
') Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
',·1 masing-masing.
"r

{:f) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
,!:!. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi
:1:: bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
\1 petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
"I::i bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan

melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya secara
berjenjang.

, 1

BAB VII
PENGANGKATANDANPEMBERHENTIAN

DALAMJABATAN
Pasa110

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh
dengan peraturan perundang-undangan g

BABIX
KETENTUANPERALIHAN

Pasa112
•·.. i:

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang
ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat
yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

I·"
'....

BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasa113,

.Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasidan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

, I, ,

'"I

,'.;
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Pasal 14

Peraturan Bupa ti iru mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pad a tanggal J..g duf'1( 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

Diundangkan di Jember
pada tanggal )9 ()tJ h\

uda
1992021001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 50



· ..
LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : so TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEMBER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

I

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABA
FUNGSI

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S


